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	Oleh  karena  itu,  jika  berbicara  mengenai  efektivitas  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi,  sebenarnya  upaya  tersebut  harusnya  efektif  untuk  melakukan  pemulihan  kerugian  keuangan  negara,  namun  dalam  realita  di  ...
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	Jawaban   :  Tidak  semua  jenis  tindak  pidana  korupsi
	dilakukan  penyitaan  aset,  tergantung  dari  ada  tidaknya  aset  yang  dimiliki  calon  terdakwa,  namun  pada  umumnya  jika  calon  terdakwa  memiliki  aset,  maka  akan  langsung  disita
	Jawaban   :  Penyitaan  aset  memakai  berita  acara.
	Jawaban   :  Penyitaan  aset  dilakukan  pada  saat
	penyidikan  dan  pada  saat  putusan  hakim  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap/incraht.
	10)   Pertanyaan  :  Penyitaan  aset  yang  disita  berupa
	kendaraan  atau  surat-surat  berharga  itu  disimpan  dimana ?
	Jawaban   :  Aset  yang  disita  oleh  kejaksaan  dari  calon
	terdakwa  kemudian  disimpan  di  gudang  penyimpanan  barang  bukti,  namun  jika  berdimensi  besar  akan  dititip  di  rupbasan.
	2. Bapak  Muhammad  Ansyar  S,  S.H.,  M.H  (Kepala  Subseksi  Penyidikan  November  2022  sampai  sekarang)
	Hasil  interview  dengan  beliau  penulis  rincikan  sebagai  berikut:
	1) Pertanyaan   :  Narasumber  atas  nama  siapa  ?
	Jawaban   :  Muhammad  Ansyar  S,  S.H.,  M.H
	2) Pertanyaan  :  Posisi  di  Kejaksaan  sebagai  apa  ?
	Jawaban   :  Kepala  Subseksi  Penyidikan
	Jawaban   :  Telah  berkarir  sebagai  Jaksa  Penuntut
	umum  selama  kurang  lebih  4  Tahun
	4) Pertanyaan   :  Sudah  berapa  kasus  tipikor  yg  telah
	ditangani?
	Jawaban   :  Sekitar  kurang  lebih  8  kasus
	Jawaban   :  Terkait  korupsi  kerugian  keuangan  negara
	6) Pertanyaan   :  Biasanya  untuk  pemeriksaan  tipikor  berapa
	Jawaban   :  Dari  tahap  penyelidikan  sampai  penuntutan
	kurang  lebih  8  bulan
	Jawaban   :  Umumnya  jika  tersangka  mempunyai  aset
	maka  akan  langsung  disita,  namun  beberapa  ada  kasus  kami  melakukan  pada  saat  eksekusi  atau  sita  eksekusi
	8) Pertanyaan   :  Biasanya  penyitaan  aset  itu  memakai
	berita  acara  atau  tidak  ?
	Jawaban   :  Penyitaan  aset  memakai  berita  acara.
	Jawaban   :  Ada  pada  saat  penyidikan,  ada  juga  pada
	saat  putusan
	10)   Pertanyaan :  Penyitaan  aset  yang  disita  berupa
	kendaraan  atau  surat-surat  berharga  itu  disimpan  dimana ?
	11)   Pertanyaan  :  Benda  sitaannya  akan  dilelang  atau
	gimana?
	Jawaban   :  Iya  akan  dilelang  adapun  untuk  taksiran
	3. Bapak  M  Alatas  S.H  (Kepala  Subseksi  Penuntutan,  Upaya  Hukum  Luar  bisa  dan  Eksekusi  April  2022  sampai  sekarang)
	Hasil  interview  dengan  beliau  penulis  rincikan  sebagai  berikut:
	1) Pertanyaan   :  Narasumber  atas  nama  siapa  ?
	Jawaban   :  M  Alatas  S.H
	2) Pertanyaan   :  Posisi  di  Kejaksaan  sebagai  apa  ?
	Jawaban   :  Kepala  Subseksi  Penuntutan,  Upaya
	Hukum  Luar  bisa  dan  Eksekusi
	Jawaban   : Telah  berkarir  sebagai  Jaksa  Penuntut
	umum  selama  kurang  lebih  3  Tahun
	4) Pertanyaan   :  Sudah  berapa  kasus  tipikor  yg  telah
	ditangani?
	Jawaban   :  Sekitar  kurang  lebih  7  kasus
	Jawaban   :  Terkait  penyalahgunaan  wewenang,  dan
	korupsi  kerugian  keuangan  negara
	6) Pertanyaan   : Biasanya  untuk  pemeriksaan  tipikor
	berapa  lama  ?
	Jawaban   :  Dari  tahap  penyelidikan  sampai  penuntutan
	kurang  lebih  8  bulan
	Jawaban   :  tidak  semua  dikarenakan  biasanya
	tersangka  juga  tidak  sepenuhnya  menikmati  hasil  korupsi  yang  kemudian  seorang  tersangka  menempatkan  atau  mengalihkan  hasil  tindak  pidana  korupsinya,  biasanya  aset  korupsinya  itu  habis  terpakai  untuk  kehidupan  sehari  hari  da...
	8) Pertanyaan   :  Biasanya  penyitaan  aset  itu  memakai
	berita  acara  atau  tidak  ?
	Jawaban   :  Penyitaan  aset  memakai  berita  acara.
	Jawaban   :  Pada  umumnya  harus  demi  memulihkan
	kerugian  keuangan  negara,  namun  kebanyakan  terjadi  itu  penyitaan  aset  penanganannya  maksimal  pada  ditingkat  eksekusi  alias  setelah  putusan  berkuatan  hukum  tetap  inkracht.
	10)   Pertanyaan  :  Penyitaan  aset  yang  disita  berupa
	kendaraan  atau  surat-surat  berharga  itu  disimpan  dimana  ?
	11)   Pertanyaan  :  Benda  sitaannya  akan  dilelang  atau
	gimana  ?
	Berdasarkan  dari  hasil  interview  yang  telah  penulis  lakukan  dengan  ketiga  narasumber  di  Kejaksaan  Negeri  Maros,  dapat  penulis  kemukakan  terkait  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  jaksa  eksekutor  dalam  proses  perampasan  a...

